KEPUTUSAN MENTER[ AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

. barvia dalam rangka menunjang pembangunan nasicnal di
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai
model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar-

nya.

s 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
tantang Sistem Pendidikan Nasicnal:

Feraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1830 tentang Pendidikan Menengah:

Keputusen Fresiden Republik Indonesia Momar 44 Tahur
1974 tentang Pokok-Pokok (rganisasi Departamen:

Keputusan Presiden FRepublik Indonesia MNomor 15 alum
1984 tentang Susunan Organisasi  Departemen cangan
segala perubanannya terakhir dengan Keputusan Prasicden
Republ ik Indonesia Momor 76 Tahun 1996:

Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan rlan ©afu
daysan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975,
Nomor 03/U/1976  dan  Nomor 36 Tahun 1975 tantang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah:

Keputusan Menteri Agama Momor 18 Tahun 1975 tantany
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Mentari Agama Momor 75 Tahun 1984:

Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentana
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agame;




4. Keputusan Mentiri Agama Nomor 15 Tahun 1978 1;::a:§
Susunan Organisiey dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiy

Negeri

'0. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 19?TE! :.ﬂit::ﬁ
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsa

Negeri:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 ta?yazg
Susunan Organisasi dan Tata Kﬂrjg Madrasah Aliy

Negeri,

+ Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997,

HEMUTUSKAN

. KESUTLISAN MENTER] AGAMA RFSURLTK INDOMES 1A TFNTANG PEMAL)
KASH DaN FENEGERTAN MADRASAM,

- Memouke  dan menenerikan madrasah  sebagaimana tercantum
dalam lampiran | gan IT Keputusan in

¢ medudukan, tugas, fungss, susunan Organisasi, dan tats
Kérja Madrasah Ibtidaiyah Weger: diatur sesuni Fetentuan
Pasal 1 sampaj duigan Pasa! @ Kepufusan Mepter Agama
Nomor 1% Tahun 197g.

¢ Redudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tatn
Keria Madraszan Tsanawiyah Negari diatur SesuUai ketfentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasa] o Keputusan Menter: Agama
NOMOr 16 Tahun 1978,

© Kedudukan, tugas, fungs, SUsunan organisasi, dan lata
kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasg)

| sampai dengan Pasal g Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 197§,

: Ketentuan Jebin lanjut ¥ang diperlukan bagi pelzksanaan
keputusan ins diatur ogjeh Direktur Jendera] Pembinaan
Kelembagaan Agama Tslam.

D Bejak berlakunya Keputusan 1ni jumlah Madrasah lotdaiyah
Negeri bertambah dar 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi
1435 (seribuy empat ratus tiga puluh 1ima) madrasah, Magrg-
sah Tsanawiyah Negeri bertambah fari 853 {delapan ratus
lima puluh tiga) menjadi 1141 (serihu seratus empat puluh
satu) madrasah, dan Madrasan Aliyah Negeri bertamban darj
457 {empat ratys lima pylyh tujuh) menjadi 554 (lima ratys
Tima puluh empat) madrasah.




- Reputusan Int mulal borlaku pada tangga) ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal ¢ 17 Maret 1997
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